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Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan 
oleh Direktur PT. Rockit Aldeway yang mengajukan kredit modal kerja kepada 
beberapa bank, dan bank yang bersangkutan menyetujui permohonan tersebut, 
yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak mengenal nasabah secara 
lebih mendalam, sehingga terjadi pengajuan kredit yang fiktif karena pihak bank 
tidak mengenal bagaimana status dan kepribadian nasabah yang sebenarnya, 
sehingga terjadi kredit macet dan pengajuan kredit fiktif. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan 
prinsip kehati-hatian oleh bank dalam proses pengajuan dan pencairan kredit 
modal kerja pada kasus PT Rockit Aldeway, dan bagaimana akibat hukum apabila 
tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pengajuan dan pencairan 
kredit modal kerja pada kasus PT. Rockit Aldeway. 
Metode dalam penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum 
normatif, hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif 
beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan 
pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk 
diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Sedangkan dilihat 
dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau 
menyajikan data yang jelas. 
Hasil dari penelitian dapat diketahui, bahwa penerapan prinsip kehati-
hatian oleh bank dalam proses pengajuan dan pencairan kredit modal kerja pada 
kasus PT Rockit Aldeway, sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 29 ayat (2) 




7 (tujuh) buah bank yang telah menyalurkan kredit kepada Direktur PT. Rockit 
Aldeway yang terindikasi fiktif. Akibat hukum apabila tidak menerapkan prinsip 
kehati-hatian dalam proses pengajuan dan pencairan kredit modal kerja pada 
kasus PT. Rockit Aldeway, bank dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan 
Pasal 29 ayat (2) tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak mengenal 
nasabah, sehingga bank yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi dari BI 
berupa pernyataan bahwa bank yang bersangkutan tidak sehat, dan berada dalam 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya.
1
 Sedangkan Bank adalah badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2
  
Berdasarkan perkembangan Undang-undang Perbankan salah satu 
kegiatan usaha bank adalah berupa transaksi dalam bidang perkreditan. 
Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabah 
yang mana kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan di 
bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia 
dana bagi para nasabah, bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal 
kerja, kredit usaha kecil dan jenis-jenis kredit lainnya yang sesuai dengan 
kebutuhan nasabah. 
Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu credere yang artinya percaya. 
Dalam hal ini bank selaku kreditur yakin untuk meminjamkan sejumlah uang  
kepada nasabah (debitur) karena kreditur percaya bahwa debitur mampu untuk 
membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.
3
  
                                                 
1
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 
2
Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.  
3
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 57 
  
2 
Kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, 
yang didasari dengan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak 
yang lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya 
setelah jangka waktu tertentu dimana bank atas jasanya itu akan mendapatkan 
bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.
4
 
Untuk memperoleh kredit bank seorang debitur harus melakukan 
beberapa tahapan, yaitu mulai dari tahapan pengajuan aplikasi kredit sampai 
dengan tahapan penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan 
proses yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank.  
Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank wajib mempunyai 
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan 
serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan 
pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
5
 
Perkreditan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan 
dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam-meminjam antara pihak 
kreditur (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (peminjam), 
yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka 
waktu tertentu, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur 
(pemberi pinjaman) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan atau 
pembagian hasil keuntungan selama masa kredit tersebut berlangsung.
6
 
Kredit merupakan dasar setiap perikatan dimana seseorang berhak 
menuntut sesuatu dari orang lain sebagai jaminan, dimana seseorang 
                                                 
4
Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.    
5
Pasal 8 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan  
6
Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h.111  
  
3 
menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh 
kembali apa yang diserahkan itu.
7
 
Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah
8
: 
1. Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan; 
2. Dibuat bersama antara kreditor dan debitur; 
3. Adanya kewajiban debitur dan kreditur. 
Kewajiban debitur adalah: 
1. Mengembalikan kredit yang telah diterimanya; 
2. Membayar bunga; dan 
3. Biaya-biaya lainnya. 
Kewajiban kreditur adalah: 
1. Menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang diperjanjikan; 
2. Menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban debitur; 
3. Memberitahukan kepada debitur tentang tanggal jatuh tempo pembayaran 
angsuran. 
Para ahli juga memberikan pengertian perjanjian kredit. Sutarno 
mengartikan perjanjian kredit adalah
9
: "perjanjian pokok atau perjanjian induk 
yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditor dan debitur, kreditur 
berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar yang disetujui dan debitur 
berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan 
dalam perjanjian kredit". 
                                                 
7
Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.19  
8
Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata; Buku Kesatu, (Jakarta: 
Rajawali Press, 2006), h. 78. 
9
 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 6 
  
4 
Pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang mengandung resiko 
yang nantinya dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan bank. 
Kegiatan bank banyak menyangkut dana-dana dari masyarakat, karena itulah 
pengelolaan perbankan harus menggunakan prinsip mengenal nasabah, agar 
nantinya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan bank, terutama yang 
berhubungan dengan kondisi dan keadaan usaha yang dilakukan oleh nasabah. 
Pihak bank juga tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah, artinya 
pihak bank harus dapat mengenal identitas nasabah dan kebenaran data yang 
diajukan oleh nasabah. Pihak bank harus menerapkan prinsip ini agar tidak 
terjadi hal-hal yang merugikan dikemudian hari. Sebagaimana yang terjadi 
pada Direktur PT. Rockit Aldeway yang mengajukan kredit modal kerja 
kepada beberapa bank, dan bank yang bersangkutan menyetujui permohonan 
tersebut, sehingga terjadi pengajuan kredit yang fiktif karena pihak bank tidak 
mengenal bagaimana status dan kepribadian nasabah yang sebenarnya, serta 
perusahaan yang dipimpin oleh nasabah yang bersangkutan apakah merupakan 
perusahaan yang bonafit atau tidak. oleh karena pihak bank tidak menerapkan 
prinsip tersebut, maka dapat menimbulkan kerugian bagi bank  karena 
pengajuan permohonan yang fiktif tersebut. Di sini terlihat bahwa bank tidak 
memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dengan 
baik. 
Seorang pengusaha yang bernama Harry Suganda mendadak terkenal 
di lingkungan perbankan yang ada di Indonesia. Ketenarannya bukan karena 
prestasi tetapi karena pria keturunan India itu telah membobol dana 7 (tujuh) 
bank dengan nilai Rp.836 Milyar, dengan modus penarikan kredit modal kerja 
  
5 
berbekal dokumen purchase order (PO) fiktif, melalui perusahaan miliknya 
PT. Rockit Aldeway, yang merupakan perusahaan produsen batu split. Total 
dana yang ditilap Harry tersebut terdiri dari Rp.398 Milyar  merupakan dana 
dari bank pelat merah (pemerintah), dan sebesar Rp.438 milik bank swasta. 
Adapun 7 (tujuh) bank  yang menjadi korban tersebut adalah PT. Bank 
Mandiri Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Commonwealth, PT. 
Bank Muamalat Tbk, HSBC Indonesia, PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk, dan 
PT. Bank QNB Kesawan Tbk. Mulusnya perjanjian kredit antara PT. Rockit 
Aldeway dengan pihak bank, tidak terlepas dari upaya suap yang dilakukan 
sebesar Rp.700 Juta. Seharusnya ada pemeriksaan dokumen yang diajukan 
oleh pemohon, baik dokumen pendukung maupun agunan yang dijadikan 
jaminan, namun hal ini tidak dilakukan. Dengan mempengaruhi 
Representative Manager untuk melakukan hal yang menyimpang, sehingga 
permohonan tersebut disetujui. Setelah mendapatkan dana dari bank tersebut 
Harry Suganda mempailitkan PT. Rockit Aldeway untuk menghindari 
kewajiban membayar utang. 
Pihak bank tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah, artinya pihak 
bank harus dapat mengenal identitas nasabah dan kebenaran data yang 
diajukan oleh nasabah. Pihak bank harus menerapkan prinsip ini agar tidak 
terjadi hal-hal yang merugikan dikemudian hari. Sebagaimana yang terjadi 
pada Direktur PT. Rockit Aldeway yang mengajukan kredit modal kerja 
kepada beberapa bank, dan bank yang bersangkutan menyetujui permohonan 
tersebut, sehingga terjadi pengajuan kredit yang fiktif karena pihak bank tidak 
mengenal bagaimana status dan kepribadian nasabah yang sebenarnya, serta 
  
6 
perusahaan yang dipimpin oleh nasabah yang bersangkutan apakah merupakan 
perusahaan yang bonafit atau tidak. oleh karena pihak bank tidak menerapkan 
prinsip tersebut, maka dapat menimbulkan kerugian bagi bank  karena 
pengajuan permohonan yang fiktif tersebut. Di sini terlihat bahwa bank tidak 
memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dengan 
baik.  
Di samping itu pihak bank juga telah melakukan pelanggaran terhadap 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 29 ayat (2) 
mengemukakan bahwa: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank 
sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, 
likuiditas, rentabilitas, solvalibitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan 
usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-
hatian”. 
Dari kasus di atas dapat dipahami bahwa, Harry Suganda selaku 
pemilik perusahaan PT. Rockit Aldewey dengan sengaja memperkaya diri 
sendiri, orang lain atau badan hukum dengan cara mengajukan permohonan 
kredit fiktif pada 7 (tujuh) buah bank sebagaimana disebutkan di atas, dengan 
dokumen fiktif. Hal tersebut yang menjadi ketertarikan penulis untuk 
mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan ini dalam suatu penelitian dalam 
bentuk skripsi yang berjudul: “PENERAPAN PRINSIP MENGENAL 
NASABAH OLEH BANK DALAM PROSES PENGAJUAN DAN 




B. Batasan Masalah 
Untuk memberikan arah yang jelas dalam tulisan ini, maka penulis 
membatasi pembahasan pada penerapan prinsip yang harus diterapkan oleh 
pihak bank dalam menyalurkan kredit kepada nasabah, melakukan penilaian 
yang ketat terhadap nasabah dan usaha yang dilakukan oleh nasabah, serta 
penerapan undang-undang tentang perbankan Nomor 10 Tahun 1998. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank dalam proses 
pengajuan dan pencairan kredit modal kerja pada kasus PT Rockit 
Aldeway? 
2. Bagaimana akibat hukum apabila tidak menerapkan prinsip mengenal 
nasabah dalam proses pengajuan dan pencairan kredit modal kerja pada 
kasus PT. Rockit Aldeway? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank dalam 
proses pengajuan dan pencairan kredit modal kerja pada kasus PT. Rockit 
Aldeway? 
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila tidak menerapkan prinsip 
mengenal nasabah dalam proses pengajuan dan pencairan kredit modal 
kerja pada kasus PT. Rockit Aldeway. 
  
8 
Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, 
terutama menyangkut masalah perbankan. 
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian 
mengenai perjanjian perbankan pada masa yang akan datang. 
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagai 
sumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau. 
 
E. Metode Penelitian 
Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian 
sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada 
penelitian hukum normatif,
10
 yaitu usaha untuk mengolah data yang 
berhubungan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank 
dalam proses pengajuan dan pencairan kredit modal kerja. Hal ini 
dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan 
asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan 
pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat 
untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.
11
 
Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, 
yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang penerapan 
                                                 
10
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2007), h.74   
11
 Ibid.  
  
9 
prinsip mengenal nasabah oleh bank dalam prsoes pengajuan dan 
pencairan kredit modal kerja, serta akibat hukum apabila tidak 
menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam proses pengajuan dan 
pencairan kredit modal kerja. 
2. Data dan Sumber Data  
Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu 
penelitian dan diuji kebenarannya.
12
 Data dapat dibedakan antara data 
yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan 
pustaka (sekunder).
13
 Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka 
bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum 
primer, sekunder dan tersier.
14
 Sehubungan dengan penelitian ini maka 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Bahan hukum primer,15 yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata), undang-undang tentang perbankan, 
dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti. 
b. Bahan hukum sekunder,16 yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang 
dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti. 
                                                 
12
Gorys Keraf, Komposisi, (Jakarta: Nusa Indah, 1998), h.160  
13
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.11  
14
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33  
15





c. Bahan hukum tersier,17 yaitu bahwa yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 
seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, penulis 
memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi 
terhadap perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan 
literatur lainnya. 
4. Analisis Data 
Setelah penulis memperoleh data dari Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 Tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
serta peraturan perundang-undangan lainnya. selanjutnya penulis 
mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan 
menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya 
dilakukan pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada 
serta pendapat para ahli. 
Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam 
kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,
18
 yaitu menyimpulkan 
dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. 
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F. Sistematika Penulisan 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam 
penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut: 
BAB I   PENDAHULUAN 
 Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang 
masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II      GAMBARAN UMUM TENTANG PERBANKAN 
 Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang pengertian bank, 
jenis-jenis bank, pengertian kredit, dan dasar hukum kredit. 
BAB III  TINJAUAN TEORITIS 
 Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang 
terdiri dari pengertian prinsip kehati-hatian, dan pengertian 
perjanjian. 
BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri 
dari penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank dalam proses 
pengajuan dan pencairan kredit modal kerja pada kasus PT. 
Rockit Aldeway, dan akibat hukum apabila tidak menerapkan 
prinsip mengenal nasabah oleh bank dalam proses pengajuan dan 




BAB V      PENUTUP 
 Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab-
bab sebelumnya yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga 
berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk 














GAMBARAN UMUM TENTANG PERBANKAN 
 
A. Pengertian Bank 
Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang 
kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 




Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat  
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk 




Adapun dasar hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan, baik yang diatur dalam bentuk Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI), 
antara lain : 
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 (UUP). 
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia (UUBI Tahun 1999). Kemudian diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 3 Tahun 2004. Selanjutnya di ubah melalui Penetapan Peraturan 
Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang 
Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2009. Selanjutnya di sebut UUBI. 
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2008. 
d. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
(UUPS). 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi 
dan Akuisisi Bank. 
f. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006, tanggal 8 November 
2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat. 
g. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/1/PBI/2009, tanggal 27 Januari 




B. Jenis-Jenis Bank 
1) Dilihat dari segi fungsinya 
a. Bank Umum 
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa 
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yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh 
jasa perbankan yang ada. Wilayah operasinya dapat dilakukan di 
seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum 
sering disebut bank komersil.
22
 
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya 
BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
2) Dilihat dari segi kepemilikannya 
a. Bank milik pemerintah  
Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini 
sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh 
keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh : 
a) Bank Negara Indonesia 46 (BNI) 
b) Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
c) Bank Tabungan Negara (BTN) 
d) Bank Mandiri 
b. Bank milik swasta nasional 
Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya 
dimiliki oleh swasta nasional. Hal ini dapat diketahui dari akte 
pendiriannya  didirikan oleh swasta sepenuhnya. Contoh : 
1) Bank Bumi Putra 
2) Bank Central Asia 
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3) Bank Danamon 
4) Bank Internasional Indonesia 
5) Bank Lippo 
6) Bank Mega 
7) Bank Muamalat 
8) Bank Niaga 
9) Bank Permata 
c. Bank milik koperasi 
Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki 
oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah 
Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin). 
d. Bank milik asing 
Merupakan bank yang kepemilikannya 100% oleh pihak asing 
(luar negeri) di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank 




1) ABN AMRO Bank 
2) American Express Bank 
3) Bank of America 
4) Bank of Tokyo 
5) Bangkok Bank 
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e. Bank milik Campuran 
Merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh dua belah pihak 
yaitu dalam negeri dan luar negeri. Artinya kepemilikan saham bank 
campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. 
Komposisi kepemilikan saham secara mayoritas dipegang oleh warga 
negara Indonesia. Contohnya : 
1) Bank Finconesia 
2) Bank Merincorp 
3) Bank PDFCI 
 
C. Pengertian Kredit  
Secara etimologis kredit berasal dari bahas Latin, credere yang berarti 
kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah yang memperoleh kredit dari bank 
adalah tentu seseorang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Hal ini 
menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada 
nasabah adalah kepercayaan. 
Sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 
Tahun 1998 Tentang Perbankan, merumuskan bahwa kredit adalah penyediaan 
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain 
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan pemberian bunga.
24
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Kredit fiktif merupakan penyaluran kredit yang diberikan pihak bank 
terhadap nasabah, tetapi dengan menggunakan data-data fiktif, artinya pihak 
internal bank membuat data-data kredit yang ingin disalurkan dengan tidak 
keadaan yang sebenarnya terhadap seorang nasabah. Kredit fiktif biasanya 
digunakan dalam istilah perbakan saja. Kredit dapat dikatakan fiktif apabila 
contohnya debitur yang tercatat ternyata orangnya tidak (fiktif) atau ada tetapi 
tidak pernah berhubungan dengan pihak bank. Hal ini biasanya disebabkan 
oleh pihak internal bank  dengan nasabah yang menjalin suatu hubungan kerja 
sama dalam hal permohonan dalam rangka pencairan kredit.
25
 
Kredit fiktif dapat diketahui ketika kredit itu macet, karena tidak 
mungkin dapat menagih kepada nasabah yang tercantum dalam berkas kredit 
sebagai orang yang tidak pernah meminjam uang. Ketika kredit itu macet 
maka pasti pihak bank akan menghubungi nasabah yang tercantum namanya 
di berkas kredit tersebut, namun setelah diselediki ternyata nama tersebut 
sebenarnya bukanlah nasabah yang melakukan kredit peminjaman. Hal ini lah 
yang kemudian dikatakan  kredit fiktif karena data yang diberikan tidak sesuai 
dengan keadaan sebenarnya. 
 
D. Dasar Hukum Kredit 
Dalam Undang-Undang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas apa 
dasar hukum kredit. Hanya saja dari pengertian kredit sebagaimana yang 
dijabarkan dalam Pasal 1 angka 13 dapat disimpulkan dasar hukum pemberian 
kredit adalah perjanjian. Dalam Pasal 1754 KUHPerdata dijelaskan bahwa 
                                                 
25
Diah Kurniasih, Kredit Fiktif, diakses tanggal 15 November 2016  
  
19 
pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu 
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang 
menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini 




Dalam aspeknya pernjanjian ini tunduk kepada Undang-undang 
Perbankan dan bagian umum Buku III KUHPerdata. Perjanjian kredit 
pengaturannya didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan. Undang-undang ini merupakan lex specialis. Sedangkan lex 




Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan 
jenis kredit. Pemberian kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang 
masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk 
mencapai tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai 
karateristik tertentu. Kredit dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu : 
1. Dilihat dari segi kegunaan kredit 
a. Kredit investasi 
Kredit investasi yaitu kredit jangka panjang yang biasanya 
untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru untuk 
keperluan rehabilitasi. Contohnya untuk membangun pabrik atau 
membeli mesin-mesin. 
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b. Kredit modal kerja 
Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk 
keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh 
kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar 
gaji atau biayabiaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi.
28
 
2. Dilihat dari segi tujuan kredit 
a. Kredit produktif 
Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk 
peningkatan usaha atau produksi. Sebagai contoh kredit untuk 
membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan 
kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian. 
b. Kredit konsumtif 
Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam 
kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, 
karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau 
badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil 
pribadi, kredit perabot rumah tangga. 
c. Kredit perdagangan 
Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk 
membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang 
dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang 
dagangan tersebut. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor. 
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3. Dilihat dari segi jangka waktu 
a. Kredit jangka pendek 
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu 
tahun atau paling lama sau tahun biasanya digunakan untuk keperluan 
modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan 
ayam. 
b. Kredit jangka menengah 
Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai 
dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan 
investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk. 
c. Kredit jangka panjang 
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. 
Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau 
lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti 
perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit 
konsumtif seperti kredit perumahan.
29
 
4. Dilihat dari segi sektor usaha 
a. Kredit pertanian 
Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. 
b. Kredit industri 
Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, 
industri menengah atau industri besar. 





c. Kredit pertambangan 
Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang 
yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, 
minyak atau timah. 
d. Kredit pendidikan 
Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana 
pendidikan atau berupa kredit untuk pembiayaan pendidikan. 
e. Kredit perumahan 
Kredit untuk membiayai pembangunan perumahan dan biasanya 
berjangka waktu panjang. 
5. Dilihat dari segi jaminan 
a. Kredit dengan jaminan 
Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. 
Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak 
berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi 
minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus 
melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur. 
b. Kredit tanpa jaminan 
Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang. Kredit 
jenis ini diberikan dengan menilai dan melihat prospek usaha, karakter 
serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan 
dengan bank atau pihak lain.
30
 







A. Pengertian Prinsip Kehati-hatian 
Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 
tentang Perbankan, dikemukakan bahwa Perbankan Indonesia dalam 
melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan 
prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-
hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau 
dilaksanakan oleh bank dalam menjalan kegiatan usahanya.
31
  
Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu 
berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu 
konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang 
perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.   
Undang-undang Perbankan sebenarnya tidak memberikan penjelasan 
secara pasti mengenai pengertian prinsip kehati-hatian (prudential banking), 
namun dalam Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 
mempertegaskan kembali pentingnya prinsip kehati-hatian diterapkan, yang 
menyatakan:  
Pasal 29 ayat (2) mengemukakan bahwa :  
 “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 
kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, 
rentabilitas, solvalibitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha 
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bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-
hatian”.32 
Pasal 29 ayat (3) : 
“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 
dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara 
yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan 
dananya kepada bank.”33 
Pasal 29 ayat (4) : 
“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi 
mengenai kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan 
transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.34 
Ketentuan Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) sangat berhubungan erat, 
karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah sebagai penyimpan 
dan simpanannya. Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata 
termaktub juga pada bagian pasal sebelumnya, yaitu Pasal 8, 10, dan 11 UU 
Perbankan. 
Pasal 8 
“Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan 
atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai 
dengan yang dijanjikan”. 
Pasal 10 
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Bank Umum dilarang : 
a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf b dan huruf c 
b. melakukan usaha perasuransian 
c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 dan Pasal 7. 
Pasal 11 ayat (1) 
“Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 
pemberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 
pemberian jaminan penempatan investasi surat  berharga, atau hal lain 
yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau 
sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-
perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan”. 
Pasal 11 ayat (2) 
“Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh 
melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.” 
Pasal 11 ayat (3) 
Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian 
jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, 
yang dapat dilakukan oleh bank kepada : 
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a. Pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih 
dari modal disetor bank 
b. Anggota dewan komisaris 
c. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 
dan huruf c 
d. Pejabat bank lainnya, dan 
e. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari 
pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, 
huruf d, dan huruf e. 
Pasal 11 ayat (4) 
Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh 
melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan oleh BI. 
Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh Undang-
Undang Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan 
maupun dalam penjelasannya. UU Perbankan hanya menyebutkan istilah dan 
ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), 
dan (4). Dalam bagian akhir ayat (2) misalnya disebutkan bahwasanya bank 
wajib melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.  
Dalam pengertian, bank wajib untuk tetap senatiasa memelihara 
tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, 
likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. 
Apa saja yang dimaksud dengan aspek lain itu tidak dijelaskan. Ruang lingkup 
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aturan mengenai prinsip kehati-hatian juga terdapat dalam peraturan-peraturan 
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, aturan-aturan tersebut antara lain 
yaitu:  
1. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 
Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan 
Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) bagi Bank Umum.   
2. Peraturan Bank Indonesia No.9/16/PBI/2007 Tentang Perubahan atas 
Peraturan bank Indonesia No.7/15/PBI/2005 Tentang Jumlah Modal Inti 
Bank Umum.  
3. Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan atas 
Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum 
Pemberian Kredit (BMPD) Bank Umum.  
4. Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank Umum No.9/12/DPNP Tanggal 





B. Pengertian Perjanjian 
Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 
1313 KUH Perdata berbunyi: “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 
lebih.”36 
                                                 
35
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2009), h.146 
36
  Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar 




Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, 
berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian 
tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (verbintenis). 
Dengan demikian, perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para 
pihak yang membuat perjanjian tersebut, karena itu perjanjian yang mereka 
buat adalah sumber hukum formal, asal perjanjian tersebut adalah perjanjian 
yang sah.37 
Perjanjian harus memenuhi beberapa syarat tertentu supaya dapat 
dikatakan sah. Dalam KUH Perdata ditemukan ketentuan yang menyebutkan 
syarat sah suatu perjanjian, yakni pasal 1320. Menurut pasal 1320 KUH 
Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perjanjian sah, 
yaitu: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 
c. Mengenai suatu hal tertentu; 
d. Suatu sebab yang halal. 
Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena 
mengenai orang-orang atau subjek-subjek yang mengadakan perjanjian, 
sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena 
mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang 
dilakukan itu. 
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Secara ringkas masing-masing syarat tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut, Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna 
bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian 
kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan 
oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. 
Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan 
perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan 
tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan sesuatu 
perbuatan tertentu. Dengan kata lain, orang yang tidak cakap tidak memenuhi 
syarat untuk membuat perjanjian. Adapun orang yang tidak cakap menurut 
pasal 1330 KUH Perdata ialah: 
a. Orang-orang yang belum dewasa; 
b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 
c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang 
telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.38 
Pengertian suatu hal tertentu mengarah kepada barang yang menjadi 
objek suatu perjanjian. Menurut pasal 1333 KUH Perdata, barang yang 
menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus 
ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja 
kemudian dapat di tentukan atau diperhitungkan. 
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Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang ke empat atau terakhir 
agar suatu perjanjian sah. Mengenai syarat ini, pasal 1335 KUH Perdata 
menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah 
dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai 
kekuatan. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. 
Jadi, yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah 
isi perjanjian itu sendiri. 
Setiap perjanjian semestinya memenuhi keempat syarat diatas supaya 
sah. Perjanjian yang tidak memenuhi keempat syarat tersebut mempunyai 
beberapa kemungkinan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi dua syarat yang 
pertama atau syarat subjektif maka salah satu pihak mempunyai hak untuk 
meminta supaya perjanjian dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan 
adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang telah memberikan sepakat 
secara tidak bebas. Sementara itu, perjanjian yang tidak memenuhi syarat 
objektif mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum (null and void). 
Perjanjian semacam ini sejak semula dianggap tidak pernah ada. Oleh karena 
itu, para pihak tidak mempunyai dasar untuk saling menuntut.
39
 
Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tertulis 
dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para 
pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian 
yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para 
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pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut 
ini: 
a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang 
bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak 
dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. 
Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, maka 
para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban 
untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa 
keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat 
dibenarkan. 
b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. 
Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk 
melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak.akan tetapi kesaksian 
tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah 
satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang 
menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan 
penyangkalannya. 
c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta 
notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka 
pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat PPAT, dan lain-lain. 
Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak 
yang bersangkutan maupun pihak ketiga. 
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Ada tiga fungsi akta notariel (akta autentik), yaitu: 
1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan 
perjanjian tertentu; 
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian 
adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; 
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali 
jika ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan perjanjian dan 
bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak. 
Akta notariel merupakan bukti prima facie mengenai fakta, yaitu 
pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notaris, mengingat notaris 
di Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk 
memberikan kesaksian atau melegalisir suatu fakta. Jika isi dari fakta 
semacam itu disangkal di suatu Pengadilan, maka pengadilan harus 
menghormati dan mengakui isi akta notariel, kecuali jika pihak yang 
menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti 
atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak, pembuktian 
mana sangat berat.40 
Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan 
menjadi: 
a. Unsur essensialia; 
b. Unsur naturalia; 
c. Unsur accidentalia. 
                                                 
40




Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam 
setiap perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. Sebagai 
contoh, dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang 
disepakati sebab tanpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin 
dapat dilaksanakan. 
Adapun unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur dalam 
undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-
undang dalam hal ini hanya bersifat mangatur atau menambah. Sebagai 
contoh, dalam suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual 
untuk menanggung biaya penyerahan. 
Sementara itu, unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang 
ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal itu. 
















Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank dalam proses pengajuan 
dan pencairan kredit modal kerja pada kasus PT Rockit Aldeway, 
sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak diterapkan oleh 7 (tujuh) 
buah bank yang telah menyalurkan kredit kepada Direktur PT. Rockit 
Aldeway yang terindikasi fiktif. Di sini terlihat bahwa pihak bank tidak 
berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada nasabah, karena pihak bank 
tidak mengenal nasabah secara mendalam, demikian juga terhadap usaha 
yang dilakukan oleh nasabah, sehingga terjadi krediti fiktif yang dapat 
merugikan pihak bank. 
3. Akibat hukum apabila tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam 
proses pengajuan dan pencairan kredit modal kerja pada kasus PT. Rockit 
Aldeway, bank dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 29 
ayat (2) tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak mengenal 
nasabah, sehingga bank yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi dari 
BI berupa pernyataan bahwa bank yang bersangkutan tidak sehat, dan 
berada dalam pengawasan BI. Bagi nasabah yang mengajukan kredit fiktif 
akan mendapat nama buruk di dunia perbankan, dan akan mengalami 
kesulitan untuk mengajukan kredit di kemudian hari, karena nama yang 
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bersangkutan sudah tercantum dalam BI cheking dan mempunyai riwayat 
yang buruk di dunia perbankan. 
 
B. Saran 
Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi pihak bank dalam menyalurkan kredit kepada nasabah harus benar-
benar memperhatikan kondisi nasabah dan usaha yang dilakukannya. Hal 
ini penting agar nasabah dapat dipastikan dapat membayar angsuran setiap 
bulan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, serta untuk menjaga 
kerugian yang dialami oleh bank dikemudian hari. 
2. Bagi nasabah harus mempunyai iktikad baik dan kejujuran dalam 
mengajukan kredit, serta mempergunakan uang pinjaman tersebut sesuai 
dengan peruntukannya. Dengan demikian maka usaha yang dilakukan 
tersebut dapat berkembang, dan dapat membayar angsuran pada setiap 











Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak; Perancangan Kontrak PT. RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2007 
Bambang Suggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2007 
Gorys Keraf, Komposisi, Nusa Indah, Jakarta, 1998 
Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Undang-
Undang, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003 
Gunawan Widjaja dan Michael Adrian, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Peran 
Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa oleh Arbitrase, Kencana 
Prenada Media Group, Jakarta, 2008 
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2003 
Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citrajaditya Bakti, Badung, 2003 
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009 
R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya 
Paramita, Jakarta, 1985 
Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata; Buku Kesatu, 
Rajawali Press, Jakarta, 2006 
Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, PT. 
Citrajaditya Bakti, Bandung, 2000 
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 
Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1987 
Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003 
Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia, PT. 
RajaGrafindo Persada, Jakarta 







DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
MANJAS RORI SYAFKI DAULAY, anak ketiga dari tiga bersaudara 
dari pasangan bahagia ayahanda Syamsul, SP., MM dan ibunda 
Rosmiati. Penulis lahir pada tanggal 09 Januari 1994 di kota Pasir 
Pengaraian, Riau. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar 
(SD) pada tahun 2007 di 024 Rambah Samo, Kota Pasir Pengaraian, 
Provinsi Riau. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Rambah dan LULUS pada tahun 
2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah 
Menengah Atas (SMA) di SMAN 02 Rambah Hilir dan LULUS pada tahun 2013. Kemudian 
penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di UNIVERSITAS 
ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU dan diterima di Fakultas Syariah Dan 
Hukum Jurusan Ilmu Hukum (IH).  
 Dalam masa perkuliahan penilis telah melaksanakan magang di kantor notaris Hamler 
SH., MH., M.Kn. dari tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016. Selanjutnya 
penulis melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten 
Kuantan Singingi Pada Juli 2016.  
Untuk menyelesaikan kuliah Strata Satu (S1) penulis menulis skripsi dengan judul 
“Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Dalam Proses Pengajuan Dan Pencairan 
Kredit Modal Kerja (Studi Kasus PT. Rockit Aldeway)”. Selama penulisan skripsi ini penulis 
dibimbing oleh bapak Firdaus, SH., MH, yang merupakan dosen di fakultas Syariah dan Hukum. 
Lulus setelah di Munaqasahkan pada 09 Desember 2019 dengan predikat memuaskan serta 
berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).  
